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Abstrak
 

Salah satu sumber keuangan negara berasal dari pajak tanah/bangunan. Mengingat pentingnya pajak bagi

negara, diperlukan peran serta penegak hukum agar pemungutan pajak dapat terlaksana dengan maksimal.

Pemungutan pajak penjualan tanah/bangunan seringkali melibatkan peran serta PPAT. Menarik diteliti

mengenai keabsahan peran dan tanggung jawab PPAT yang menerima kuasa pembayaran pajak

tanah/bangunan sebagai perantara wajib pajak dengan petugas pajak dalam upaya memaksimalkan

pendapatan negara. Pada prinsipnya pengurusan pajak bukanlah kewenangan pokok PPAT sebagaimana

diamanatkan undang-undang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah doktrinal.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap data-data sekunder, belum ada dasar ketentuan

yang secara tegas dan spesifik mengatur tentang keabsahan peran PPAT terkait kuasa pembayaran pajak

penjualan tanah/bangunan. Pembayaran pajak oleh PPAT pada dasarnya bentuk dari kesepakatan yang pada

praktiknya seringkali terjadi secara diam-diam dimana PPAT menerima permintaan dari wajib pajak untuk

mewakili dirinya melakukan pengurusan pajak berdasarkan kuasa. Selanjutnya, dalam hal terjadi peristiwa

hukum yang tidak sebenarnya terkait dasar nilai pengenaan pajak yang disetorkan diperlukan batasan

tanggung jawab yang dapat dibebankan kepada PPAT. Hal ini mengingat harga jual beli yang menjadi dasar

pengenaan pajak merupakan kesepakatan yang mengikat para pihak. PPAT hanya menkonstantir keinginan

para pihak, terkecuali jika PPAT ikut terlibat maka kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban.

......One of the financial sources of the state comes from land and building taxes. Given the importance of

taxation to the state, it requires a role as well as law enforcement to maximize tax collection. Interestingly,

research has been conducted on the validity of the role and responsibility of the PPAT, which accepts the

power to pay the land or building tax as an intermediary between the taxpayer and the tax officer in an effort

to maximize the income of the state. In principle, tax management is not the substantive authority of the

PPAT as prescribed by law. The research method used in this research is doctrinal. Based on the results of

the analysis that has been carried out on the secondary data, there is no basis for provisions that explicitly

and specifically regulate the validity of the role of PPAT in relation to the power to pay the tax on the sale of

land or buildings. The payment of taxes by PPAT is basically a form of agreement that, in practice, often

occurs in secret, where PPAT receives a request from a taxpayer to represent itself in carrying out tax

management on the basis of authority. Furthermore, in the event of an untrue legal event relating to the basis

of the value of taxation deposited, a limitation of liability is required, which can be imposed on PPAT. This

is given that the purchase price, which is the basis for the taxation, is a binding agreement between the

parties. PPAT only contends with the wishes of the parties, except if PPAT is involved, then it can be

claimed liabilitty.
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